
BUPATI LAMONGAN 

PROVINS! JA WA TIMUR 

PERATURAN BUPATI LAMONGAN 

NOMOR 85 TAHUN 2020 

TENTANG 

[ SALINAN) 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 

TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN LAMONGAN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMONGAN, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Ka bupaten 

Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 ten tang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Lamongan, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan 
Kabupaten Lamonga n ; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan 
dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubaha n Batas 

Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 

Surabaya dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat 
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dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2730); 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5697); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 

tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); 

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 



Menetapkan 
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2 0 18 ten tang Peru bah an A tas Pera tu ran Men teri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

8 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 
2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian 
Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 

8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 
2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Nomor 5 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 

2019 Nomor 20); 

11 . Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 

Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 
TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN LAMONGAN . 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Lamongan. 
3. Bupati adalah Bupati Lamongan. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dae rah 

Kabupaten Lamonga n. 
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang 

dipimpin oleh Camat. 
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator 

penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja 

kecamatan yang mempunyai tugas 
mengkoordinasikan penyelenggaraan 

pemerintahan, pelayanan publik dan 
pemberdayaan masyarakat Desa dan / a tau 
Kelurahan serta tugas yang dilimpahkan oleh 
Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah . 

7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan 

sebagai perangkat Kecamatan. 

8. Lurah adalah pemimpin dan koordinator 
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja 
Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan . 

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok 

Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang 

dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang 

untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan 
profesinya dalam rangka mendukung kelancaran 
tugas dan fungsi Kecamatan. 

10. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang 

selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk 

mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, 

misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih 
meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang 
lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan 

bertanggung jawab yang disusun secara berkala. 
11. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan 
atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 
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1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana 

Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh 

Bupati kepada Pemerintah. 

12. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang 

selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang 

berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan 

daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir 

masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati 

kepada DPRD. 

13. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden 

yang pelaksanaannya dilakukan oleh kemen terian 

negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah 

untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan 

menyejahterakan masyarakat. 

14. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan 

Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh 

semua Daerah. 

15. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan 

Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh 

Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki 

Daerah. 

BAB II 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal 2 

(1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan 

koordinasi penyelenggaraan pemerin tahan , 

pelayanan publik, ketenteraman dan ketertiban 

umum, pembangunan dan pemberdayaan serta 

pemberdayaan masyarakat desa dan / a tau 

kelurahan. 

(2) Kecamatan m erupa kan \vi layah ke rja CcHm1l schc1 ,!!_;ii 

Pera n gka t Daerah Kabupate n. 

(3) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah . 



Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal3 

( 1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari: 

a. Camat; 
b. Sekretariat, membawahi: 
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1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan 

Keuangan; 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
c. Seksi Pemerintahan; 

d. Seksi Pelayanan Publik; 
e. Seksi Pembangunan dan Pem berdayaan 

Masyarakat; 
f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

g. Kelurahan; 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana 
dimaksud ayat (1) huruf g terdiri dari: 

a. Lurah; 

b. Sekretariat; 

c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan; 

d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan 
Masyarakat; 

e. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Kebersihan. 
(3) Ketentuan terkait Kelurahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) huruf g berlaku bagi 
Kecamatan yang memiliki Kelurahan. 

Pasal 4 

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran dan 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 



BAB III 

TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Camat 

Pasal 5 
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Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
huruf a mempunyai tugas memimpin, merencanakan, 

mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta 

mengoordinasikan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

dilimpahkan oleh Bupati. 

Pasal6 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5, Camat memiliki fungsi: 

a. perumusan dan penetapan bahan penyusunan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana 

Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan 

Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, 

Perjanjian Kinerja, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD 

dan LKPJ Kecamatan; 

b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis rencana 

operasional berupa petunjuk teknis dan Standar 

Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan 

pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan 

Kecamatan; 

c. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lain 

d. 

terkait pelaksanaan tugas Camat; 

penyelenggaraan urusan pemerintahan 

tingkat Kecamatan sesua1 dengan 

peraturan perundang-undangan yang 
pelaksanaan urusan pemerintahan umum; 

umum di 

ketentuan 

mengatur 

e. penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat; 

f. penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan 

ketenteraman dan ketertiban umum; 

g. penyelenggaraan koordinasi penerapan dan 
penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 
Daerah; 
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h. penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasarana 

dan sarana pelayanan umum lingkup Kecamatan; 

1. penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan di tingkat Kecamatan; 

J. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan desa dan/ atau kelurahan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

k. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan 

oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di 

Kecamatan, antara lain: 

1. penyelenggaraan perencanaan 

kegiatan pelayanan kepada 

kecamatan; 

dan efektivitas 

masyarakat di 

2 . penyelenggaraan fasilitasi percepatan Standar 

Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan. 

1. penyelenggaraan sebagian kewen angan yang 

dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat; 

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 

Sekretariat 

Pasal 7 

( 1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

( 1) huruf b mempunyai tugas merencanakan, 

melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan 

mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan 

teknis dan administrasi kegiatan administrasi umum, 

kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan , 

keuangan dan aset, hu bungan masyarakat kepada 

seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan. 

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Camat. 

Pasal 8 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 pada ayat ( 1), Sekretaris mempunyai fungsi : 

a. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi 

penyusunan bahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah , 

Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan 
Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian 

Kinerja, Indikator Kinerja Utama, LAKIP, Laporan 

Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan; 
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Utama, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ 

Kecamatan; 
b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis 

penyusunan rencana operasional berupa petunjuk 

teknis dan Standar Operasional Prosedur serta 

membantu Camat mengkoordinasikan pelaksanaan 

program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan; 

c. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi 

pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

d . penyelenggaraan pengkajian bahan perencanaan 

dan program kerja sekretariat dan baha n 

perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di 

bidang umum dan kepegawaian, pere ncanaan dan 

keuangan; 

e. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di 

bidang umum dan kepegawaian, perencan aan da n 
keuangan; 

f. penyelenggaraan pengkajian bahan pemantaua n 

dan evaluasi administrasi keuangan , adminis tras i 

kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan 

ketatalaksa naan ; 

g. penyelenggaraan pengkajian baha n rumusa n 

kebijakan a nggaran ; 

h . penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi urusan 

rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan 

Kecamatan; 

1. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi 

dokumen tasi per a turan perundang-undangan, 

perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat ; 

J. penyelenggaraan pengkajian bahan koordinas i 

pengelolaan naskah dinas dan kearsipan ; 
k. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi 

pembinaan jabatan fungsional; 

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal9 

( 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan 

sebagaimana dimaksud d a lam Pasal 3 huruf b, 

angka 1 mempunyai tugas: 

a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub 
Sub Bagian Perencanaa n, Evaluasi da n 
Keuangan; 
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b . melaksanakan koordinasi dalam penyusunan 

program kerja di lingkup Kecamatan; 
c. melaksanakan penyusunan bahan perumusan 

LKjIP, LPPD, LKPJ Kecamatan; 

d. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama, 

penelitian dan koordinasi pelaksanaan program 

reformasi birokrasi lingkup Kecamatan; 

e. melaksanakan koordinasi dalam perumusan 

bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, 

Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan 

dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan 

teknis penyusunan rencana operasional berupa 

petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur 

dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan 

Kecamatan; 

g. melaksanakan koordinasi dalam perumusan 

bahan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran serta perubahan 

anggaran sesua1 ketentuan dan plafon anggaran 

yang ditetapkan; 

h. melaksanakan penyusunan pembuatan ci8ftc-1r 

gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran 

lainnya; 

1. melaksanakan administrasi anggaran, verifikasi 

keuangan, pertanggungjawaban dan laporan 

keuangan; 

J. melaksanakan koordinasi dan penyusunan 

bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 

lingkup Kecamatan ; 

k. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanan tugas secara rutin dan insidental 

Sub Bagian Perencanaa n, Eva luasi ci ;:rn 

Keuangan; 

1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan 

oleh Sekretaris sesua1 dengan tugas dan 
fungsinya. 

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf b , angka 2 

mempunyai tugas: 
a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian; 
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b. melaksanakan pengelolaan tata persuratan, 

tatalaksana, dan kearsipan; 
c. melaksanakan penyusunan bahan urusan 

administrasi kepegawaian dan peningkatan 

sumber daya manusia kepegawaian; 

d. melaksanakan penyusunan rencana kebutuha n 

sarana dan prasarana, pengurusan rumah 

tangga, perlengkapan, pemeliharaan / perawatan 

lingkungan kantor , kendaraan dan aset la innya 

serta ketertiban, keindahan dan keamanan 

kantor; 

e. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaa n 

asset; 

f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajia n 

penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis 

beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup 

Kecamatan; 

g. melakukan administrasi perjalanan dinas, 

keprotokolan, urusan hubungan masyarakat da n 

pengelolaan informasi publik; 

h. melaksanakan monitoring, evaluasi da n 

pelaporan pelaksanan tugas secara rutin da n 

insidental Sub Bagian Umum dan Kepegawa ia n ; 

dan 

1. melaksanakan tugas-tugas lain yang dibe rika n 

oleh Sekretaris sesua1 dengan tugas da n 
fungsinya. 

(3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

Bagian Ketiga 

Seksi Pemerin tahan 

Pasal 10 

( 1) Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud da la m 

Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah unsur pelaksa na 

teknis operasional kewilayahan yang mempunyai 
tugas: 

a. melaksanakan penyusunan bahan program kerja 
lingkup Seksi Pemerintahan; 

b. melaksanakan penyusunan bahan kebij a ka n 

teknis rencana operasional berupa pe tunjuk 
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mengkoordinasikan pelaksanaan program dan 

kegiatan lingkup Seksi Pemerintahan; 
c . mela ksa n a ka n koordinasi pela ksa n aan kegi a ta11 

pem erintahan dengan Pera ngka t Daerah de.in 

in s ta nsi vertika l terkait wilayah keca m a ta n ; 

d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi 

kegiatan pelaksanaan tugas Forum Koordinasi 

Pimpinan di Kecamatan; 

e . melaksanakan koordinasi dan fasilitasi 

penanganan konflik sosial di wilayah kecamatan; 

f. melaksanakan fasilitasi, pembinaan, da n 

evaluasi kegiatan lembaga kemasyarakatan desa 

dan/ a tau kelurahan; 

g. melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan 

pengawasan pelaksanaan tertib administra si 

pemerintahan desa dan/ a tau kelurahan; 

h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan 

terhadap Kepala Desa dan/ a tau Lurah beserta 

perangkat desa dan/ a tau perangkat kelurahan ; 

1. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan 

pemerintahan desa dan/ a tau kelurahan; 

J. menyiapkan bahan pembinaan kerukunan hidup 

antar umat beragama di wilayah Kecamatan ; 

k. melaksanakan kegiatan terkait urusan 

pemerintahan yang bukan merupa ka n 

kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh 

instansi vertikal di lingkup kecamatan; 

1. melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraa n 

kegiatan di lingkup seksi pemerintahan kepada 

Camat; dan 

m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan 

oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala 

Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Camat melalui Sekretaris. 

Bagian Keempat 

Seksi Pelayanan Publik 

Pasal 11 

(1) Seksi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf d adalah unsur 
pelaksana teknis operasional kewilayahan yang 
mempunyai tugas: 



13 

a. melaksanakan penyusunan bahan program kerja 

lingkup Seksi Pelayanan Publik; 
b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis 

rencana operasional berupa petunjuk teknis dan 

Standar Operasional Prosedur serta 

mengkoordinasikan pelaksanaan program dan 

kegiatan lingkup Seksi Pelayanan Publik; 

c. melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaia n 

Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan ; 

d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan 
perangkat daerah di bidang penyelenggaraan 

kegiatan Pelayanan Publik di tingkat kecamatan; 

e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan 

terhadap penyelengaraan kegiatan di bidang 

Pelayanan Publik di wilayah kerja kecamatan ; 

f. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah 

dan/ atau instansi vertikal yang tugas dan 

fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan 

fasilitas pelayanan umum di tingkat kecamatan; 

g. melaksanakan peny1apan bahan fasili tasi 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait 

dengan pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan 

kewenangan lain yang dilimpahkan Bupati kepada 

Camat. 
h. melaksanakan dan memfasilitasi pemberian 

1. 

pelayanan publik kepada masyarakat lingkup 

Kecamatan; 

melaporkan pelaksanaan tugas 

kegiatan di bidang Pelayanan 

Camat; 

penyelenga raan 

Publik kepada 

J. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(2) Seksi Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala 

Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Camat melalui Sekretaris. 

Bagian Kelima 

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 

Pasal 12 

(1) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf e 

adalah unsur pelaksana teknis operasional 
kewilayahan yang mempunyai tugas: 
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a. melaksanakan penyusunan bahan program kerja 

lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan 

Masyarakat; 
b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan 

teknis rencana operasional berupa petunjuk 

teknis dan Standar Operasional Prosedur serta 

mengkoordinasikan pelaksanaan program dan 
kegiatan lingkup Seksi Pembangunan dan 
Pemberdayaan Masyarakat; 

c. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan 

partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam 

perencanaan pembangunan lingkup kecamatan 

dalam forum musyawarah perencanaan 

pembangunan di desa/ a tau kelurahan dan 

kecamatan; 

d. melaksanakan penyusunan dan pengkajian 

bahan perumusan pedoman teknis pengawasan 

di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan 

Masyarakat; 

e. melaksanakan sinkronisasi kegiatan, pembinaan, 

pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan 

unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang 

mempunya1 program kerja dan kegiatan 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; 

f. melaksanakan penyusunan bahan laporan 

pelaksanaan tugas pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja 

kecamatan kepada Bupati dengan tembusan 

kepada satuan kerja perangkat daerah yang 

membidangi urusan pemberdayaan masyarakat; 

g. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi 

penyelenggaraan distribusi bantuan sosial di 

wilayah Kecamatan; 

h. melaporkan pelaksanaan tugas penyelengaraan 
kegiatan di bidang Pembangunan dan 

Pemberdayaan Masyarakat kepada Camat; 

1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan 

oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(2) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat 

melalui Sekretaris. 



Bagian Keenam 
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

Pasal 13 
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(1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf 

f adalah unsur pelaksana teknis operasional 

kewilayahan yang mempunyai tugas: 

a. melaksanakan penyusunan bahan program kerja 
lingku p Seksi Ke ten teraman dan Keterti ban 
Umum; 

b . melaksanakan penyusunan bahan kebijakan 

teknis rencana operasional berupa petunjuk 

teknis dan Standar Operasional Prosedur serta 

mengkoordinasikan pelaksanaan program da n 
kegiatan lingkup Seksi Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum; 

c. melaksanakan penyusunan bahan laporan 

pelaksanaan pen era pan dan penegakan 

peraturan perundang-undangan di wilayah 
Kecamatan; 

d. melaksanakan penyusunan dan pengkajian 
bahan perumusan pedoman teknis pengawasa n 
di bidang ketentraman dan ketertiban umum 

serta perlindungan masyarakat di wilayah 
Kecamatan; 

e. melaksanakan koordinasi dengan Kepolisia n 

Negara Republik Indonesia, Tentara Nasiona l 
Indonesia, perangkat daerah, serta pemuka 
agama mengenai program dan kegiatan 
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban 
umum di wilayah Kecamatan; 

f. melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi 

dan pelaporan di bidang ketentraman dan 

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat 
di wilayah Kecamatan; 

g. melaksanakan pembinaan Satuan Perlindunga n 
Masyarakat di wi layah ke rja keca matan ; 

h. melaksanakan pembinaan pemerintahan desa 

dan/ a tau kelurahan dalam pemeliharaan 

ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah 
Kecamatan; 
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1. melaksanakan fasilitasi kegiatan penerapan dan 
penegakan peraturan daerah dan produk hukum 
lainnya di wilayah Kecamatan; 

J. melaporkan pelaksanaan tugas penyelengaraan 

kegiatan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum kepada Camat; 
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan 

oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
(2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin 

oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Camat melalui 

Sekretaris. 

Bagian Ketujuh 
Kelurahan 

Pasal 14 

( 1) Kelurahan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1) huruf g merupakan perangkat Kecamatan 
yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan 

sebagian tugas Camat. 
(2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Camat. 

(3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , 

mempunyai tugas: 
a . penyusunan program kerja lingkup Keluraha n; 
b. penyusunan kebijakan teknis rencana 

operasional berupa petunjuk teknis dan Standar 

Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan 

pelaksanaan program dan kegiatan lingkup 

Kelurahan; 
c. melaksanakan kegiatan pemerintahan 

kelurahan; 

d. melakukan pemberdayaan masyarakat; 

e . melaksanakan pelayanan masyarakat; 
f. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum; 
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g. memelihara sarana dan prasarana serta fasili tas 

pelayanan umum; 

h. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas 

kepada atasan; dan 

1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan 

oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 15 

(1) Sekretariat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas: 

a. melaksanakan penyusunan bahan program kerja 

di lingkup Sekretariat Kelurahan. 

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan 

teknis rencana operasional berupa petunjuk 

teknis dan Standar Operasional Prosedur serta 

membantu Lurah mengkoordinasikan 

pelaksanaan program dan kegiata n lingkup 

Kelurahan; 

c. melaksanakan ketatausa haan, surat m enyurat 

dan kearsipan; 

d . melaksanakan pengurusan administras i 

e. 

f. 

kepega waian; 

melaksanakan 

keuangan; 

melaksanakan 

pengadaan dan 

pengelolaan 

urusan analisa 

pemeliharaan 

admi nistrasi 

kebutuhan , 

perlengkapan 

sarana dan prasarana kantor keluraha n; 

g. menyelenggarakan kerumahtanggaan kelurahan; 

h. menghimpun bahan-bahan pers1a pan dan 

pelaksanaan rapat-rapat dinas , upacara, 

penerimaan tamu dan acara kedinasa n lainnya; 

1. melaksanakan evaluasi dan menyia pkan ba ha n 

pelaporan pelaksanaan tugas kepada Lurah; 

J. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan 
oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(2) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasa l 3 ayat (2) huruf c mempunyai 

tugas: 
a. melaksanakan penyusunan bahan program kerj a 

lingkup seksi Pemerintaha n dan Pelayanan; 



18 

b . melaksanakan penyusunan bahan kebijakan 

teknis rencana operasional berupa petunjuk 

teknis dan Standar Operasional Prosedur serta 

mengkoordinasikan pelaksanaan program dan 

kegiatan lingkup Seksi Pemerintahan dan 

Pelayanan; 

C. melaksanakan 

pengangka tan, 

fasilitasi proses 

pemberhentian 

pencalonan, 

Kepala 

Lingkungan, Ketua RW dan Ketua RT; 
d . melaksanakan fasilitasi administrasi pertanahan; 

e. melakukan pelayanan kepada masyarakat di 

bidang pemerintahan; 

f. membantu tugas-tugas di bidang pemungutan 

pajak bumi dan bangunan; 

g. melaksanaka n fasilitasi pelaya nan publik kepada 

masyarakat lingkup keluraha n ; 

h. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan evaluasi 

kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; 

1. melaksanakan evaluasi dan menyiapkan bahan 

pelaporan pelaksanaan tugas kepada Lura h ; 

J. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan 

oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyaraka l 

sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 3 ayat (2) huruf 

d mempunyai tugas: 

a. melaksan akan penyusuna n bahan program ke rj a 

lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan 

masyarakat; 

b . melaksa n akan penyusunan bahan kebijaka n 

teknis rencana operasional berupa petunjuk 

teknis dan Standar Operasional Prosedur serta 

mengkoordinasikan pelaksanaan program da n 

kegiatan lingkup Seksi Pembangunan dan 

Pemberdayaan masyarakat; 

c. melakukan dan membina kegiatan d a lam lingkup 
urusan pem bangunan dan pemberdayaan 

masyarakat; 

d . melaksanakan fasilitasi dan pembinaan di bidang 

koperasi, usaha kecil m enengah dan kegiata n 
perekonomian lainnya dalam rangka 
meningkatkan taraf kehidupa n ekonomi 

masyarakat di wilayah kerj a Kelurahan ; 
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e. melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka 

meningkatkan peran serta dan swadaya 

masyarakat dalam upaya-upaya peningkata n 

taraf kehidupan ekonomi masyarakat dan 

pembangunan di wilayah kerja Kelurahan; 

f. melakukan inventarisasi terhadap 
kegiatan-kegiatan pembangunan fisik yang 

berlangsung di wilayah kerja Kelurahan; 

g. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi da lam 

rangka penyelenggaraan pem bangunan di 

wilayah kerja Kelurahan; 

h. melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka 

menjaga dan memelihara prasarana dan sarana 

fisik yang ada di wilayah kerja Kelurahan. 

1. melaksanakan evaluasi dan menyiapkan bahan 

pelaporan pelaksanaan tugas kepada Lurah; 

J. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan 

oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(4) Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Kebersihan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf 
e mempunyai tugas: 

a . melaksanakan penyusuna n bahan program kerj a 

lingkup Seksi Ketentraman, Ketertiban dan 

Ke bersihan; 

b . melaksanakan penyusunan bahan kebijakan 

teknis rencana operasional berupa petunjuk 

teknis dan Standar Operasional Prosedur sena 

mengkoordinasikan pelaksanaan program da n 

kegiatan lingkup Seksi Ketentraman, Ketertiban 

dan Kebersihan; 

c. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan program 

Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K-3); 

d. melaksanakan pembinaan terhada p swakarsa 

masyarakat dalam pengamanan lingkungan; 
e. melaksanakan pembinaan satuan Perlindunga n 

Masyarakat di wilayah kerja Kelurahan ; 

f. melaksanakan pemberian fasilitasi terha da p 

penanggulangan penya lahgunaan narkoba, 

praktek prostitusi, perjudian dan mmuman 
keras; 
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g. melaksanakan kegiatan pelayanan ke pada 

masyarakat di bidang keten traman d a n 

keterti ban; 
h. melaksanakan pembantuan kegiatan 

pengawasan terhadap penyaluran bantuan 

kepada masyarakat serta pelaksanaan kegiata n 

pengamanan akibat bencana a lam dan bencana 

lainnya; 

1. Melaksanakan fasilitasi kegiatan penerapan dan 

penegakan peraturan daera h dan produk huku m 

lainnya di wilayah Kelura h a n ; 

J. m elaksan a ka n evaluasi d an meny ia pkan baha n 

pe la pora n pelaksa n aan tugas kepa d a Lura h ; 

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberika n 

oleh Lurah sesuai dengan tugas d a n fungsinya. 

Bagian Kedelapan 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 16 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional m empunyai tugas 

pokok m emberikan pelayanan fungsi on a l 

berdasarka n keahlian dan kete ra mpila n tertentu . 

(2) J a batan Fungsion a l terdiri dari sejumla h tenaga 

dalam jenja ng jabata n fungsional yan g te rbagi da la m 

berbaga i kelompok sesuai bidang keahl ian da n 

keterampilannya. 

(3) Penetapan Jabatan Fungsioanl dilakukan 

berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban 

kerjanya. 

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesua1 

peraturan perundang-undanga n yang berlaku. 

BAB IV 

TATA KERJA 

Pasal 17 

( 1) Camat melaksanakan tugas baik teknis operasiona l 

maupun teknis administratif berada di bawah dan 

bertanggungjawab k epada Bupati m ela lui Sekre ta ris 
Daerah dan dalam m elaksanaka n tuga snya 

menyelenggarakan hubungan fungs ion a l dengan 

instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya . 
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(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Camat wajib 

menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, 

sinkronisasi dan simplifikasi. 

(3) Camat wajib memimpin dan memberikan bimbingan 

serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawa h a n . 

(4) Camat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk da n 

bertanggung jawab pad a atasan serta 

menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu. 

(5) Setiap laporan yang diterima oleh Camat da ri 

bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai 

bahan untuk penyusunan laporan lebih la njut. 

(6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, 

tembusan laporan wajib disampaikan kepada 

satuan organisasi lain yang secara fungsion a l 

mempunyai hubungan kerja. 

(7) Dalam melaksanakan tugas, Camat dan unit 

organisasi di bawahnya wajib mengada kan rapat 

berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada 

bawahan. 

Pasal 18 

(1) Camat dan masing-masing pimpinan unit kerja 

dapat menugaskan bawahannya di luar tugas da n 

fungsi jabatan yang telah ditetapkan sebagai tugas 

tambahan sepanjang masih berkaitan dengan 

pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daera h . 

(2) Pemberian tugas tambahan dari pimpina n kepada 

bawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

mempertimbangkan beban kerja pelaksa naan tugas 

dan fun gsi jabatan d a ri bawahan yang ditugaska n . 

(3) Tugas tambahan sebagaima na dimaksud pada aya t 

( 1) dan ayat (2) harus dite tapkan sebagai target 

kinerja di dalam Sasaran Kerja Pegawai da ri setiap 

bawahan yang diberi beban tugas tambaha n. 
(4) Bawahan yang diberi tugas tamba h a n wajib 

melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepa da 

pimpinan yang menugaskan. 



BAB V 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal20 
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Kecamatan yang sudah dibentuk dan Pejabat yang 
telah ada sebelum ditetapkannya Peratura n Bupati ini 
tetap menduduki jabatannya dan melaksa nakan tugas 
sampai dengan dilantiknya pejabat ya ng ba ru 

berd a sarka n Peratu ra n Bupa ti ini . 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 21 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berla ku : 
a. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 201 6 

tentang Kedudukan, Susunan Organisa si , Tugas 

Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerj a Kecama ta n 
Kabupaten Lamonga n (Berita Daera h Ka bupate n 
Lamongan Tahun 201 6 Nomor 88) ; 

b . Peraturan Bupati La monga n Nomor 92 Ta hun 20 16 

tenta ng Keduduka n , Susuna n Orga nisa si , Tu ga s 

Pokok da n Fungsi Serta Ta ta Kerj a Kelura ha n 

Kabupa ten Lamongan (Berita Daera h Ka bupate n 

Lamongan Tahun 201 6 Nomor 92); 
c . Peraturan Bupati La monga n Nomor 46 Ta hun 20 17 

tentang Perubahan Atas Pera turan Bupati Nomor 
88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sus unan 

Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata 

Kerja Kecamatan Kabupaten Lamonga n (Berita 

Daerah Kabupaten La mongan Tahun 2017 Nomor 
46); 

dicabut da n dinyataka n tidak berlaku . 
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Pasal22 

Peraturan Supati m1 mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Supati m1 dengan 
penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten 
Lamongan. 

Diu ndangkan di Lamongan 
pada tanggal 23 Desember 2020 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KASUPATEN LAMONGAN, 

ttd. 
HERY PRANOTO 

SERITA DAERAH KASUPATEN LAMONGAN 
TAHUN 2020 NOMOR 85 

Ditetapkan di Lamongan 

pada tanggal 23 Desember 2020 

SUPATI LAMONGAN , 

ttd. 

FADELI 

Sali~an ses~ai dengan aslinya 
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MASYARAKAT 
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SEKSI 
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KETERTIBAN DAN 

KEBERSIHAN 
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FADEL! 




